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Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini khususnya kota-kota besar seperti diwilayah hukum Polda Metro Jaya, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Keberhasilan pemberantasan tindak korupsi sangat tergantung dengan keberhasilan proses pembuktian tindak pidana korupsi tersebut di persidangan. Setelah terbukti bahwa benar terdapat tindak pidana korupsi barulah terdakwa dapat dikenai sanksi pidana. Mengingat betapa pentingnya pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan penulis ingin meneliti mengenai hal tersebut. Polri, khususnya Polda Metro Jaya sebagai alat hukum dituntut agar dapat bekerja secara maksimal dan profesional dalam hal pemberantasan korupsi. Rumusa masalah yang penulis bahas adalah : (1) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah  Metro Jaya dalam memberantas tindak pidana korupsi ?, (2) hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam memberantas tindak pidana korupsi ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang upaya Kepolisian Daerah  Metro Jaya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam memberantas tindak pidana korupsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tesis, utamanya yang mengatur tentang  upaya Kepolisian Daerah  Metro Jaya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan dan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam memberantas  tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Agar penanganan suatu tindak pidana korupsi dapat  berjalan dengan efektif dan cepat maka Polri dalam hal ini di Jajaran Polda Metro Jaya diharapkan senantiasa bekerja secara Optimal, Profesional dan Transparan dalam hal melakukan proses hukum suatu kasus korupsi disamping itu pula  diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, KPK dan institusi penegak hukum lainnya sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih penanganan suatu kasus yang mengakibatkan tidak selesainya suatu kasus korupsi. Pemberantasan Korupsi diwilayah hukum Polda Metro Jaya juga memerlukan dukungan masyarakat yang senantiasa dapat proaktif dalam hal memberikan informasi-informasi dan menjalankan fungsi pengawasan yang dibutuhkan untuk penanganan suatu tindak pidana korupsi.
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